BAB 11
DASAR FILOSOFIS EKSISTENSI
LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA

2.1 Perjanjian Kredit

Pada dasarnya perjanjian berawal dari suatu perhubungan hukum mengenai harta
benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji
untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan sesuatu hal. Perumusan
hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses
negosiasi di antara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan
bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang dinginkan
(kepentingan) melalui proses tawar menawar. Hukum perjanjian sering diartikan
sama dengan hukum perikatan. Hal ini berdasarkan konsep dan batasan definisi pada
kata perjanjian dan perikatan. Pada dasarnya hukum perjanjian dilakukan apabila
dalam sebuah peristiwa seseorang mengikrarkan janji kepada pihak lain atau terdapat
dua pihak yang saling berjanji satu sama lain untuk melakukan suatu hal. Pada
umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan
melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan
selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.
Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan
tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui
mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para
pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement).
Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan bahwa: “Kontrak sebagai peristiwa di mana
seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu”.** “Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh
seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau affair
exists, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu”.** Menurut J. Satrio
menyatakan bahwa: “Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan
kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan
utang yang harus dipenuhi”.*> Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:
“Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada
kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang
berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada

sanksinya”.*®

%0 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, h. 36.

1 A.G. Guest (ed), Anson’s Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1979, h. 2.

%2 ], Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku Il, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995, h. 146.

3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 110.
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Bab 11 Buku 11l KUHPerdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian
atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab Il Buku Il
KUHPerdata, yakni: Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan. Pasal 1313
KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara
satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Definisi
tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di
bawah ini. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada
perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat yang terjadi antara satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Dikatakan terlalu
luas, karena rumusan: suatu perbuatan hukum dapat mencakup perbuatan hukum
(zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Suatu
perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan
sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni: “Adanya kewajiban untuk
melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.** J.
Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu
perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang
dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya
perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. “Dalam arti sempit, perjanjian hanya
ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan
saja sebagaimana diatur dalam Buku ITI KUHPerdata”.*®

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan
bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya
merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai
suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin
untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.Untuk
menyesuaikan rumusan kalimat bahwa suatu kesepakatan haruslah interdependent.
Tidak adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah merupakan
suatu ciri khas perjanjian dua belah pihak (two-sided affair), sesuatu yang sedang
dijanjikan atau dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti untuk sesuatu
yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam sisi yang lain. Kemudian,
berdasarkan pengertian di atas, bahwa kontrak secara sederhana dapat menjadi ‘suatu
janji’. Hal ini berarti untuk melihat fakta yang secara umum merupakan beberapa
tindakan atau janji yang diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lain sebelum
janji itu menjadi sebuah kontrak. Di samping itu, kontrak juga dapat merupakan
serangkaian janji. Hal ini tidak memberikan indikasi bahwa beberapa janji biasanya
diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut bisa
saja salah untuk mengasumsikan bahwa semua kontrak adalah persetujuan asli di
mana di satu sisi suatu hal yang ditawarkan untuk suatu hal lain yang memiliki nilai
sama dengan yang lainnya. Faktanya, seperti yang kita lihat, ada beberapa kasus di

“bid., h. 24.
4. Satrio, Op.Cit., Buku I, h. 28-30.
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mana sebuah janji diperlakukan sebagai pemikiran kontraktual yang tidak ada

persetujuan (bargain) yang nyata.*®

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari
peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan
yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan
demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1313, yaitu bahwa
perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan
tersebut merupakan terjemahan dari perkataan overeekomst dalam bahasa Belanda.
Kata overeekomst tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi
persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan
perjanjian.*’

Berdasarkan pengertian tersebut di atas kiranya dapat dilihat beberapa unsur
yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

1. Adanya para pihak. Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu
jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan. Di mana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian
bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban, dan hak-hak masing-
masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

3. Adanya sejumlah barang tertentu. Barang tersebut dipercayakan dari pihak
pertama kepada pihak kedua.

4. Adanya pengembalian Pinjaman. Bahwa pihak kedua akan menyerahkan
sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam
pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam
pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam
pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam
uang merupakan perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta
mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah
ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Misalnya, dalam perjanjian pinjam
meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu
koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima
pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam

%6 p.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Clarendon Press Oxford, 1981, h. 29.
" R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 1.
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maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu
transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan si berutang untuk
membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai
ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau
penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.
Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu
sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal
balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima
kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya
dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh
hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan
kepadanya itu. Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu
pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain disebut debitor dan
kreditor. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan
kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan
kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman,
demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan
merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban
itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi
pinjaman.

Di dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian
dalam KUHPerdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-
meminjam yang diatur dalam Buku 111 Bab XIII.

Menurut H. Moch. Isnaeni dinyatakan bahwa: Buku 111 KUHPerdata mempunyai
sifat terbuka, dan salah satu indikatornya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya
didominasi oleh ketentuan yang berposisi sebagai regelend recht, bahwa ketentuan
tersebut tidak harus secara mutlak berlaku, tetapi dapat disimpangi oleh para pihak
atas dasar sepakat. Konsekuensi sifat terbuka Buku Il KUHPerdata, para pihak
dimungkinkan untuk membuat hal-hal baru di luar apa yang ada dalam Buku Il
KUHPerdata tersebut. Para pihak tidak sekedar diperbolehkan menyimpangi
ketentuan yang ada, tetapi juga membuat jenis-jenis perjanjian baru yang berlainan
dengan apa yang ada dan diatur secara khusus dalam Buku Il KUHPerdata.
Kemungkinan membuat jenis perjanjian yang berbeda dengan jenis perjanjian yang
aturannya secara khusus ada dalam Buku 111 KUHPerdata, secara implisit disingkap
oleh Pasal 1319 KUHPerdata yang mengenal jenis perjanjian bernama dan perjanjian
tak bernama. Arti perjanjian bernama adalah jenis-jenis perjanjian yang secara
khusus diatur dalam Buku 111 KUHPerdata, sebaliknya perjanjian tak bernama adalah
jenis perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku 11l KUHPerdata.
Golongan perjanjian tak bernama inilah yang dapat dibuat oleh para pihak atas dasar
kata sepakat dikarenakan adanya tuntutan dan kebutuhan kemajuan dunia bisnis. Ini
semua dapat terlaksana karena didasarkan pada salah satu prinsip dalam hukum



26

perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak. Bertolak dari adanya asas kebebasan
berkontrak inilah maka hukum akan selalu mampu mengikuti perkembangan dunia
bisnis yang selalu bergerak berubah berdasar inovasi-inovasi pelaku pasar. Apapun
yang dituntut oleh kepentingan bisnis, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum, atau pun Kkepatutan, maka para pihak bebas
menuangkannya dalam perjanjian.*®

Dapat dan mungkin saja terjadi peristiwa, akibat dari tuntutan kebutuhan bisnis
yang selalu berkembang, bahwa suatu kegiatan bisnis yang dikelola oleh pelaku
usaha ternyata tak dapat dibingkai dengan salah satu jenis perjanjian bernama yang
diatur secara khusus dalam Buku Il KUHPerdata. Apakah perjanjian bernama itu
merupakan perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa, juga misalnya perjanjian tukar-
menukar, ternyata kesemuanya tidak cocok untuk dipergunakan sebagai bingkai
bisnis yang dikelolanya, maka atas dasar asas kebebasan berkontrak para pihak dapat
mengemas suatu jenis perjanjian dengan ujud bangunan yang sesuai dengan tujuan
bisnisnya yang tentunya tidak akan sama dengan apa yang diatur dalam Buku IlI
KUHPerdata. Langkah untuk mencipta jenis perjanjian yang berbeda dengan apa
yang tertera dalam Buku Il KUHPerdata, berarti para pihak itu telah membuat
perjanjian tak bernama.*® Secara faktual dalam kehidupan konkrit sudah banyak
ditemukan jenis-jenis perjanjian tak bernama ini misalnya perjanjian sewa beli,
perjanjian anjak piutang, perjanjian sewa guna dan masih banyak lagi yang terus
bermunculan akibat tuntutan kebutuhan dunia bisnis.

Dalam dunia perbankan sendiri seiring kegiatannya untuk menyalurkan dana
pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dikenal secara populer apa yang
disebut dengan perjanjian kredit. Kemunculan istilah perjanjian kredit ini
mengundang debat, apakah digolongkan sebagai perjanjian bernama ataukah
perjanjian tak bernama. Perbincangan bernuansa debat itu disebabkan antara lain
bahwa dalam Buku IIl KUHPerdata dikenal apa yang disebut dengan perjanjian
pinjam-meminjam yang oleh Pasal 1754 KUHPerdata diberi pengertian sebagai suatu
perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentu benda yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
meminjam akan mengembalikan sejumlah benda dengan macam dan keadaan yang
sama pula. Menyangkut objek yang tergolong sebagai benda habis pakai, adalah
termasuk uang yang memang dimungkinkan misal oleh Pasal 1756 KUHPerdata,
bahwa uang yang dijadikan objek peminjaman hanyalah terdiri atas sejumlah yang
diseutkan dalam perjanjian. Bahkan oleh Pasal 1251 KUHPerdata dalam perjanjian
pinjam meminjam uang itu dapat dikenakan bunga, bahkan bunganyapun dapat
berbunga pula. Pasal 1754 KUHPerdata jo. Pasal 1756 KUHPerdata tersebut yang
intinya berupa perjanjian pinjam meminjam uang, apakah dapat disamakan dengan

8 H. Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya,
2016, h. 77-81.
* 1bid.
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perjanjian kredit yang ada di lingkungan bank, ataukah keduanya berbeda.®®
Menyimak karakternya bahwa antara perjanjian pinjam meminjam uang bila
disandingkan dengan perjanjian kredit adalah berbeda. Kalau bertolak dari makna
perjanjian pinjam meminjam uang yang ada dalam pasal 1754 jo. 1756 KUHPerdata,
maka jenis perjanjian ini tergolong sebagai perjanjian riil dan secara harfiah
aturannya ada dalam buku Il KUHPerdata. Berlainan dengan perjanjian kredit,
secara harfiah istilah tersebut tak ditemukan keberdaannya dalam Buku IlI
KUHPerdata, lagi pula perjanjian kredit justru bukan tergolong sebagai perjanjian riil
tetapi masuk pada golongan perjanjian konsensuiil. Sesuai dengan UU Perbankan,
perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan ini jauh beda dengan
perjanjian pinjam meminjam uang yang bentuknya adalah bebas, bisa dalam ujud
tertulis, tapi tak dilarang juga kalau mengambil bentuk tak tertulis. Berdasar
perbedaan-perbedaan tersebut, maka pada prinsipnya perjanjian kredit adalah
terkwalifikasi sebagai perjanjian tak bernama.®* Seperti sudah dinyatakan bahwa
perjanjian tak bernama, berarti termasuk perjanjian kredit, karena aturan khususnya
dalam KUHPerdata tidak ada, maka berdasar asas kebebasan berkontrak, para pihak
atas dasar sepakat dapat merakit sendiri aturan-aturannya sesuai dengan tujuan
hubungan bisnis mereka. Kendati aturan tersebut dibuat oleh para pihak yang
berposisi sebagai rakyat biasa, karena dituang dalam ujud perjanjian dan sah sesuai
persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut akan memliki
kekuatan mengikat setangguh undang-undang bagi para pihaknya. Kekuatan
perjanjian setangguh undang-undang ini dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh
sebab itula, kemajuan dan perkembangan bisnis dalam ujud apapun akan selalu dapat
dibingkai oleh hukum, karena keberadaan asas kebebasan berkontrak dapat
memfasilitasi para pihak untuk membuat perjanjian apaun yang sesuai dengan tujuan
bisnis mereka. Berdasar asas kebebasan berkontrak itu pula, maka di lingkungan
perbankan akhirnya muncul perjanjian kredit, di mana jenis perjanjian ini kalau
dirujukkan pada Pasal 1319 KUHPerdata adalah termasuk sebagai perjanjian tak
bernama.>

Djuaendah Hasan mengartikan perjanjian kredit adalah: “Suatu perjanjian yang
diadakan antara bank dengan calon debitor untuk mendapatkan kredit dari bank yang
bersangkutan”.>® Pengertian kredit dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11): Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.

% | bid.

% bid.

%2 | bid.

% Djuhaedah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat
Pada Tanah dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 70.
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Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi Credere artinya percaya, jadi
“kepercayaan” itu yang menjadi dasar pemberian kredit dan disebut sebagai jaminan
pokok. Adapun pengertian kredit yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:
1. Sevelberg, mengatakan “kredit” mempunyai arti: a. Sebagai dasar setiap perikatan
(verbintenis) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. b. Sebagai
jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan
untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu; 2. Levy, merumuskan arti
hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk
dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak
mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban
mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari; 3. M. Jokile, mengemukakan
bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan
sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali
hutangnya pada tanggal tertentu.>*

2.2 Dasar Filosofis Lembaga Jaminan Fidusia

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya
merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum. Hukum
yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu
perubahan sosial. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan
dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.
Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan komunitas pelaku ekonomi dan
pelaku usaha/pelaku bisnis. Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan
perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret. Menurut Sri Radjeki
Hartono dinyatakan bahwa: “Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas
hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam
hukum ekonomi”.>®

Lembaga jaminan berupa gadai yang diatur dalam Buku Il KUHPerdata
dirasakan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha
kecil, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata, yang
mensyaratkan bahwa: “Benda-benda bergerak yang berwujud yang diberikan sebagai
jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan kreditor (inbezit
stelling), sedang barang-barang tersebut sebagai objek jaminan masih diperlukan
oleh yang berhutang untuk menjalankan usahanya”. Untuk mengatasi ketentuan
Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga
jaminan, telah lahir UUJF. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJF dinyatakan bahwa:
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda”.

> 1bid.
% Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang,
2007, h. 163-164.
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Jaminan Fidusia dilihat dari aspek hukum memberikan preferensi (hak
didahulukan pelunasannya) dari kreditor lain (konkuren) sebagai berikut:

a. Pemegang Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;

b. Pemegang Fidusia mempunyai hak didahulukan dalam hal untuk mengambil
pelunasan piutangya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan
fidusia;

c. Pemegang Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dengan tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi. (vide Pasal 27 UUJF).

Jaminan Fidusia dengan prinsip ‘“constitutum possesorium (penyerahan
kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali), saat ini ditengarai
masih didasarkan pada praktik yurisprudensi dan belum menjamin kepastian hukum
(legal certainty). Dalam era demokrasi masalah kepastian hukum merupakan salah
satu nilai dasar (core value) dalam kerangka supremasi hukum, yang meliputi
prinsip-prinsip bahwa negara harus memelopori ketaatan terhadap hukum, adanya
kekuasaan kehakiman yang merdeka (independence of judiciary), jalan masuk untuk
memperoleh keadilan (access to Justice) harus dibuka seluas-luasnya, terutama bagi
yang menjadi korban “maladministration”, hukum harus ditegakkan secara adil dan
setara (just, equal) disertai adanya kepastian hukum (legal certainty).*®

“Mengkaji pembaharuan sistem hukum nasional terdapat masalah besar dalam
sistem hukum nasional yaitu ius constitutum (masalah “Law Enforcement”) dan ius
constituendum (masalah lawreform/development”).>” Demikian juga dengan Jaminan
Fidusia, sebagai salah satu hukum nasional di dalam praktek menimbulkan berbagai
permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan
hukum. “Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan struktur lembaga fidusia
yang tidak berpihak pada UKM (Usaha Kecil Menegah), tidak adilnya hakim dalam
memutuskan kasus jaminan fidusia menyebabkan tidak efektif berlakunya undang-
undang ini”.*®

Dari sudut teoritik/konseptual bahwa pembaharuan Sistem Hukum Jaminan
Fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Nasional
Jaminan Fidusia ke dalam substansi hukum jaminan fidusia, struktur hukum jaminan
fidusia, dan budaya hukum jaminan fidusia. Sistem Hukum Nasional yang akan
dibangun diperlukan landasan nilai-nilai/ide sebagai pedoman yang sesuai dengan
pandangan hidup maupun ideologi bangsa Indonesia sehingga ilmu hukum tersebut
bisa berlaku secara nasional. Dari sudut teoritik/konseptual bahwa pembaharuan
Sistem Hukum Jaminan Fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem
Hukum Nasional Jaminan Fidusia ke dalam substansi hukum jaminan fidusia,
struktur hukum jaminan fidusia, dan budaya hukum jaminan fidusia. Sistem Hukum

% Ibid.

5" Barda Nawawi Arief, Hand Out Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, Program Doktor lImu
Hukum Undip, Semarang, 2009.

% A.A. Andi Prajitno, Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No.
42 Tahun 1999, Disertasi, UNTAG Surabaya, 2009.
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Nasional yang akan dibangun diperlukan landasan nilai-nilai/ide sebagai pedoman
yang sesuai dengan pandangan hidup maupun ideologi bangsa Indonesia sehingga
ilmu hukum tersebut bisa berlaku secara nasional Hukum (dan penegakannya)
mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan
ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dari proses yang
terjadi di kedua bidang tersebut.

Apabila dikaitkan dengan lahirnya UUJF, maka UUJF dapat dianalisa
mendasarkan teori Robert B. Seidman sebagai berikut: 1) Rule atau peraturan,
peraturan jaminan fidusia dilahirkan untuk dibuat secara jelas dan tidak multi tafsir,
berdasarkan syarat formal pembentukan UUJF sudah jelas dan tidak multi tafsir,
bahkan telah diundangkan dalam berita negara dan tembahan berita negara; 2) Dari
sisi opportunity atau peluang, karena hakikat fidusia merupakan pemberian
kepercayaan penguasaan benda modal sebagai jaminan fidusia di pihak debitor,
maka dikhawatirkan adanya peluang untuk mengalihkan benda modal tersebut
kepada pihak ketiga atau pihak lain, walaupun ada kewajiban bagi penerima benda
jaminan fidusia untuk mendaftarkan sebagai wujud kepastian hukum; 3) Dari sisi
capacity atau kemampuan, pendaftaran benda jaminan fidusia tidak akan
memberikan peluang kepada debitor untuk mengalihkan benda modal sebagai
jaminan fidusia dalam waktu tertentu untuk pelunasan hutangnya, dengan tidak
dapatnya debitor mengalihkan benda modal yang dijaminkan fidusia tersebut,
membuktikan bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk dapat mengembalikan
hutang kepada pihak kreditor sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan; 4) Dari
sisi communication atau komunikasi, dengan diaturnya jaminan fidusia dalam UUJF,
sebagai induk semua pengaturan fidusia, mudah dikenal dan disosialisasikan apabila
dibandingkan dengan pengaturan fidusia yang mendasarkan pada Yurisprudensi
mahkamah agung negara Belanda Hoge Raad yang menghasilkan FEO (fiduciare
Eigendom Overdracht); 5) Dari sisi interest atau kepentingan, adanya jaminan
fidusia sebagaimana telah dibuat dalam UUJF, akan memberikan manfaat bagi
pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan
tambahan modal usaha, masyarakat berupa terpenuhinya kebutuhan akan pangan,
sandang dan papan dan negara berupa telah dihasilkannya salah satu bentuk hukum
nasional berupa unifikasi hukum bidang jaminan fidusia, sebagaimana tertuang
dalam konsideran UUJF; 6) Dari sisi process atau proses, pembentukan UUJF
melalui berbagai pertimbangan antara lain pertimbangan dari sisi hukum dan di luar
hukum. Fidusia yang berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan bahwa pemilik
benda modal menyerahkan hak kepemilikannya kepada pemberi modal (kreditor).
Harapan yang akan dikehendaki oleh kreditor, dengan masih memberikan
kepercayaan untuk melepaskan benda jaminan fidusia tetap dikuasai debitor.
Seyogyanya debitor juga harus memperlakukan benda modalnya sebagai miliknya
sendiri memang secara kenyataanya demikian, walaupun secara yuridis hak
kepemilikannya beralih kepada kreditor. Selain itu debitor bertindak atas benda
jaminan fidusia ini sebagai bapak rumah yang baik sebagaimana tertuang dalam
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Pasal 1560 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Si penyewa harus memenuhi dua
kewajiban utama, yaitu: Untuk memakai barang yang disewakan sebagai seorang
bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu
menurut perjanjian sewanya, atau jika ada sesuatu perjanjian mengenai itu, menurut
yang dipersangkakan hubungan dengan keadaan.; 7) Dari sisi ideology atau nilai,
dalam kenyataannya sejak diundangkannya UUJF hingga sekarang eksistensi
peraturan perundang-undangan fidusia tidak mengalami hambatan dalam
pelaksanaanya, walaupun kalau dicermati dalam pasal-pasal UUJF terdapat
ketidakjelasan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, bahkan nilai subtansi
UUJF tidak bertentangan dengan falsafah dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila
sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

2.3 Konstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 1999)

Menurut Parsons menyatakan bahwa: “Fungsi utama suatu sistem hukum
bersifat integratif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial
dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial”.>® Dengan mentaati
sistem hukum, maka sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa
kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka yang terselubung dan kronis. Hart
berpendapat bahwa: “Ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari
peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan
primer dan peraturan-peraturan sekunder”.®® Suatu sistem hukum dalam operasi
aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan
kultur berinteraksi. Melihat dari sisi fungsi hukum adalah bahwa perundang-
undangan tentang fidusia di atas memiliki fungsi ganda (dual function). Di satu pihak
perundang-undangan tersebut berusaha untuk memerankan diri sebagai sarana
“social control”, yakni mengukuhkan perkembangan hukum di dalam masyarakat
yang sudah dipraktekkan dalam jurisprudensi, tetapi di lain pihak juga berusaha
untuk mendorong masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan
(melakukan social engineering) untuk menjunjung tinggi kejujuran melalui kepastian
hukum antara lain: “Melalui prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, tidak hanya
mengutamakan transaksi pinjam-meminjam dengan proses yang dianggap sederhana,
mudah dan cepat”.®*

Norma hukum yang terdapat dalam UUJF harus merupakan suatu kesatuan yang
terdiri atas unsur-unsur dalam subsistem yang berinteraksi satu sama lain secara
harmonis guna mencapai apa Yyang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang
tersebut. “Kesatuan jaminan fidusia sebagai subsistem hukum jaminan kebendaan

% parsons dalam bukunya Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta, 1994, h.
95.

% H.L.A.Hart, The Concept Of Law, 1961, h. 91-92 dalam Lawrence M. Friedman, Sistem
Hukum Perspektif 1Imu Sosial, Cetakan 111, Nusa Media, Bandung, 2009, h. 16.

% Muladi, Op.Cit., h. 3.
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harus diterapkan terhadap perangkat unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukumn
jaminan fidusia, asas hukum dan pengertian hukumnya”.®? “Norma diartikan sebagai:
pertama, peraturan atau ketentuan yang mengikat warga negara/masyarakat; kedua,
peraturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau
membandingkan sesuatu”.®?

Dalam hal terbentuknya dan diundangkannya UUJF, pembentuk undang-undang
tidak menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi
fondasi bagi pembentukan norma hukumnya. Asas hukum jaminan fidusia, antara
lain sebagai berikut: 1. Asas preferensi yaitu kreditor penerima fidusia berkedudukan
sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini dapat
ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 UUJF; 2. Asas Acessoir, adalah
bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari adanya perjanjian hutang-
piutang. Asas ini ditemukan dalam Pasal 4 UUJF; 3. Asas publisitas, artinya bahwa
jaminan fidusia harus di daftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur
dalam Pasal 12 UUJF; 4. Asas kepercayaan, artinya bahwa fidusia merupakan
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka (1) UUJF; 5. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi
sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 UUJF. Kemudahan pelaksanaan eksekusi
tersebut di fasilitasi dengan mencantumkam irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel
eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia
mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Konstruksi sistem hukum jaminan fidusia, secara garis besar dapat ditemukan
norma-norma umum dalam UUJF tentang Jaminan Fidusia, memaparkan tentang
Jaminan Fidusia yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Inkonsistensi Norma dalam UUJF
terdapat pada aturan Jaminan Fidusia, sebagai berikut: Pengaturan Pasal 2 UUJF
menegaskan undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan
untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Diharapkan dengan adanya Pasal 2
ini lebih memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan
hukum bagi pihak yang berkepentingan sehingga dibentuk ketentuan yang lengkap
mengenai jaminan fidusia untuk menopang aktivitas dalam dunia usaha. Namun
pembuat undang-undang, tanpa disadari Pasal 2 ini berkonflik dengan Pasal 38 dan
Pasal 37 UUJF. Pasal 38 UUJF sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia
tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. Norma yang
mengatur (Pasal 38 UUJF) justru masih tetap mengakui eksistensi FEO (Fiduciaire

%2 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni Bandung,
2006, h. 21.

8 Anton M. Muliono dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 617-618.
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Eigendoms Overdracht) yang mau digantikannya. Seharusnya FEO dicabut dan
dihapuskan karena telah ada dasar hukum yang menggantikannya, sehingga di
lapangan (praktek), pihak pemegang fidusia masih memakai aturan fidusia
berdasarkan FEO diakui eksistensinya berdasarkan Yurisprudensi, lemah dasar
hukumnya.

Inkonsistensi dalam UUJF juga ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasal
12 ayat (1) UUJF: Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “Benda yang dibebani
jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa,
“Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Apabila dilihat dari pengertian benda
yang terdapat pada Pasal 1 ayat (4), bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan
fidusia dapat benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian, jaminan
fidusia merupakan perjanjian ikutan yang tertuang dalam akta jaminan fidusia
sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu. Jaminan fidusia ini menjadi preferen
bagi kreditor apabila jaminan fidusia ini didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Hal ini dikarenakan kedudukan preferen dijamin karena adanya pendaftaran jaminan
fidusia. Dari pertimbangan di atas, maka yang didaftarkan oleh Penerima Fidusia di
Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Jaminan Fidusianya, bukan bendanya. Sesuai
dengan pengertian benda pada Pasal 1 ayat (4), benda dalam jaminan fidusia dapat
benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian dikarenakan jaminan
fidusia merupakan perjanjian, maka seperti dalam praktek bahwa dalam perjanjian
memuat klausula-klausula perjanjian. Dalam hal ini dalam akta Jaminan Fidusia
mungkin mengatur mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia. Oleh sebab itu,
akta Jaminan fidusia ini perlu didaftarkan untuk menjamin hak kreditor yang
preferen. Bertolak dari pemahaman masyarakat pelaku ekonomi akan lembaga
jaminan fidusia lebih bermanfaat daripada lembaga jaminan lainnya, menyebabkan
lembaga jaminan fidusia menjadi idola untuk menentukan pilihan, dikarenakan
benda yang dijadikan objek jaminan masih dikuasai pemberi fidusia/debitor dan
bahkan masih dimanfaatkan untuk usahanya.

2.4 Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Dalam Pembaharuan Undang-Undang

Jaminan Fidusia Menurut Keadilan Pancasila

Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam kaitannya dengan
menata ulang bangunan sistem hukum Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat
dekat dengan makna rekonstruksi, yaitu: membangun kembali sistem hukum
nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan dengan masalah “law reform” dan
“law development” khususnya berkaitan dengan “pembaharuan pembangunan sistem
hukum. Dinamika perekonomian nasional dan internasional diikuti perubahan
budaya yang bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dan meluas,
maka UUJF perlu disusun kembali dengan mengadakan pembaharuan pada tataran
idealistik hukum sehingga mampu menjawab tantangan realistik hukum.
Pembaharuan sistem hukum dilihat secara yuridis integral, merupakan satu kesatuan
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berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (legal
substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Dari
ketiga komponen substansi hukum dalam sistem hukum tersebut harus
bersumber/bertolak dari nilai-nilai/ide filosofis Filsafat Hukum Pancasila sebagai
IImu Hukum Nasional yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila
yaitu: Ilmu Hukum bernilai/berpilar/berorientasi—Ketuhanan (bermoral religius);
IImu Hukum bernilai/berpilar/berorientasi-Kemanusiaan (humanistik); IImu Hukum
bernilai/berpilar/berorientasi—-Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik;
berkeadilan sosial).

Berdasarkan konsep pembaharuan sistem hukum jaminan fidusia berpilar nilai-
nilai Pancasila, maka dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu
mencakup: 1) Pembaharuan “substansi hukum jaminan fidusia”, yang meliputi
pembaharuan hukum sistem penormaan/pasal-pasal dalam Undang-Undang Jaminan
Fidusia. 2) Pembaharuan “struktur hukum jaminan fidusia”, yang meliputi antara
lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana
dan mekanismenya serta sarana dan prasarana pendukung dari sistem penegakan
hukum jaminan fidusia. 3) Pembaharuan “budaya hukum jaminan fidusia”,
mencakup komponen-komponen nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat, kesadaran hukum, sikap perilaku hukum, dan pendidikan hukum.

Rekonstruksi pemikiran yuridis integral pada substansi hukum (legal substance)
dalam UUJF berpilar kepada Ketuhanan (bermoral religius), kemanusiaan
(humanistik), dan kemasyarakatan (berkeadilan sosial). Pembaharuan substansi
hukum dalam UU Jaminan Fidusia meliputi sistem penormaan/pasal-pasal dalam
UUJF, harus ditinjau kembali/bahkan harus dicabut dan diamandemen terkait dengan
norma-norma yang justru menimbulkan konflik/inkonsistensi norma. Norma
diartikan sebagai: pertama, peraturan atau ketentuan yang mengikat warga negara/
masyarakat; kedua, peraturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur
untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Dalam hal terbentuknya dan
diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk undang-undang tidak
menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fondasi
bagi pembentukan norma hukumnya.

Di dalam sistem penormaan UU Jaminan Fidusia belum mencerminkan nilai-
nilai Pancasila, masih adanya inkonsistensi norma, sehingga pentingnya
pembaharuan substansi pada sistem penormaan dilakukan, agar di dalam praktek
tidak menimbulkan problematik, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang
dirugikan. Hal ini merupakan wujud dari kepastian dan keadilan dalam mewujudkan
tujuan di lahirkannya UU Jaminan Fidusia. Di dalam proses mengidentifikasi dan
merumuskan problem kebijaksanaan yang kemudian dituangkan dalam suatu produk
Undang-Undang sangat ditentukan oleh pelaku yang terlibat, baik secara individual
maupun secara kelompok di dalam masyarakat. Di samping itu, faktor lingkungan
sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya dapat berpengaruh dan menjadi
bahan atau input bagi sistem politik yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif,
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partai-partai politik, tokoh masyarakat dan sebagainya. Semuanya berinteraksi dalam
suatu kegiatan atau proses untuk mengubah input menjadi output. Proses ini, oleh
Eiston disebut dengan with inputs, conversion process, dan the black box.**

UUJF seharusnya berorientasi kepada Ketuhanan (bermoral religius),
kemanusiaan (humanistik), dan kemasyarakatan (berkeadilan sosial), sehingga
produk undang-undang yang dihasilkannya tidak menimbulkan problematik di dalam
pelaksanaannya. Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat. Komponen
kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara internal legal culture yaitu kultur
hukum para lawyers and judges, dan external legal culture yaitu kultur hukum
masyarakat luas.®

Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan dan ketakutan bagi dunia perbankan,
karena suatu jaminan yang dilindungi undang-undang dalam pelaksanaannya tidak
mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Pemegang jaminan fidusia
(kreditor) yang sudah memegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan sebagai
kreditor preferen (kreditor mempunyai hak didahulukan pelunasannya daripada
kreditor lain). Kajian teoritis maupun empiris telah membuktikan bahwa budaya
hukum mempunyai nilai strategis untuk membedakan sistem hukum Indonesia
dengan sistem hukum negara lain, sekaligus dapat dijadikan sebagai justifikasi
mengenai pembenahan hukum yang dilakukan selama ini. Dengan memahami dan
mendasarkan diri pada budaya hukum Indonesia, maka nilai dan sikap masyarakat
Indonesia dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa ada sebagian anggota
masyarakat yang patuh atau tidak patuh terhadap sistem hukum Indonesia.®® Adapun
masalah mendasar yang menuntut perhatian khusus dan mendesak untuk diatasi
terkait dengan budaya hukum adalah sebagai berikut: 1) Masih lemahnya karakter
bangsa; 2) Belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik
dan ekonomi; 3) Belum terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum
berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan
memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; 4) Kegamangan dalam
menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan dan
kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Keadilan yang ditegakkan bukan sekedar keadilan formal tetapi juga keadilan
substansia. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia yang sekarang
keberadaanya sering dilupakan oleh bangsanya sendiri. Pancasila bukan sekedar
simbol atau pelengkap instrumen kenegaraan belaka. Dalam sila-sila Pancasila

8 Christopher Hans & Michael Hill, The Policy Process in The Modern Capitalist State, N.Y.
The Havester Press, 1985 dalam buku Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,
Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 48.

8 Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel
Sage Foundation, 1986, h. 17, dalam buku Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,
Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 30-31.

% Yusriadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Surya Pena Gemilang, Malang,
2009, h. 36.
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sebenarnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang seharusnya dijadikan
landasan atau pedoman dan menjiwai setiap gerak aspek kehidupan bangsa, baik
aspek sosial, hukum, pertahanan keamanan, ekonomi, maupun aspek politik.
Implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh tersebut sangat diperlukan Bangsa
Indonesia dalam menghadapi segala bentuk tantangan jaman yang semakin tajam,
baik yang berskala nasional maupun Internasional, sehingga, Indonesia tetap eksis di
dunia Internasional tanpa harus melupakan atau mengabaikan nilai-nilai kebangsaan.

Keadilan merupakan sasaran utama dari hukum, maka pembaharuan hukum
harus diarahkan antara lain untuk mencapai keadilan baik sebagai individu, maupun
keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial. Bukan hanya keadilan formal,
melainkan juga keadilan substansial dan bahkan keadilan sosial.
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